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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan besar bagi kewenangan Peradilan
Agama. Kewenangan Peradilan Agama diperluas dengan memasukkan bidang
ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensinya yang tercantum dalam
pasal 49. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini menegaskan secara eksplisit
bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan
Agama.t

Kemudian secara yuridis Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

! Undang-undang No. 53 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dari Undang-
undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diundangkan kembali dengan
lahirnya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009



syariah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008
yang mengandung ketidakjelasan hukum.?

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)-nya dinilai kontradiktif karena ayat
(1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah
merupakan kewenangan pengadilan agama. Sementara ayat (2) membuka ruang
para pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan manapun jika terjadi
sengketa praktik perbankan syariah. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian
hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, agar
mencerminkan adanya kepastian hukum seharusnya Pasal 55 ayat (2) harus
dinyatakan batal.®

Melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 pada pukul 09.41 WIB tanggal
29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penjelasan pasal 52
Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan
pasal tersebut yang selama ini menjadi pokok permasalahan kemunculan pilihan
penyelesaian sengketa (choice of forum) dalam kaitannya dengan penyelesaian
sengketa ekonomi syariah khususnya pada sengketa dunia perbankan.*

Pengajuan uji materi (judicial review) atas penjelasan pasal 52 Ayat (2)
dan (3) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang diajukan

Dadang Achmad, data persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor

2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

® Lihat Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

* Lihat salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 oleh Pemohon Dadang
Achmad selaku Direktur CV. Benua Enginering Consultant



93/PUU-X/2012 tersebut, dari sidang pertama hingga sidang terakhir, sebagai
berikut:

1) Sidang pertama pada tanggal 05 Oktober 2012, agenda: pemeriksaan
pendahuluan;

2) Sidang kedua pada tanggal 19 Oktober 2012, agenda: perbaikan permohonan;

3) Sidang ketiga pada tanggal 28 November 2012, agenda: mendengarkan
keterangan pemerintah, DPR, dan mendengarkan keterangan saksi/ahli yang
diajukan Pemohon dan Pemerintah;

4) Sidang keempat pada tanggal 20 Desember 2012, agenda: mendengarkan
saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah;

5) Sidang kelima pada 29 Januari 2013, agenda: mendengarkan keterangan
saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah;

6) Dan sidang keenam (terakhir) pada tanggal 29 Agustus 2013, agenda:
pembacaan putusan;’

Proses perjalanan perkara a quo menempuh tempo hampir satu tahun dan
menghasilkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.®

Bunyi Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun
2008 yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad,

dengan upaya a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase

Shttp://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=1&kat=1&cari=9
3%2FPUU-X%2F2012 diakses pada tanggal 7 Desember 2013.
®Lihat salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012



Syariah Nasional (Basyarnas); d) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau; ) melalui
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan
kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, layak untuk
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kesimpulannya, dengan dinyatakannya penjelasan pasal Penjelasan Pasal
55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, maka konsekunsi logisnya adalah: seluruh sengketa perbankan
syari’ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama,” sesuai
ketentuan pasal 55 Ayat 1 Undang-undang a quo, yang berbunyi, “Penyelesaian
sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agarna.”8

Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda

(dissenting opinion) dan dua hakim konstitusi (Hamdan Zoelva dan Fadlil

" M. Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, cet. Ke-10, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010) h.. 181.

8 Jo. Pasal 49 beserta penjelasanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah
dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi,
”Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c.
wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infag; h. shadagah; dan i. ekonomi syari'ah. Penjelasan:
Yang imaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari‘ah, antara lain meliputi: a. bank syari‘ah; b. lembaga
keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari‘ah; d. reasuransi syari‘ah; e. reksa dana syari‘ah; f.
obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari‘ah; g. sekuritas syari‘ah; h.
pembiayaan syari‘ah; i. pegadaian syari‘ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari‘ah; dan k.
bisnis syari‘ah.



Sumadi) menyampaikan alasan berbeda (concurring opinion) sehingga putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mencapai suara bulat.

Hamdan Zoelva berpendapat perjanjian atau akad yang mencantumkan
penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan umum seperti diatur
Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan
konstitusi. Sebab, bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut
yang ditentukan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang
Perbankan Syariah yang memungkinkan sengketa di peradilan umum
menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusi.

Sedangkan Muhammad Alim menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2)
huruf a, huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang Perbankan Syariah yang
menentukan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawarah,
mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibenarkan berdasarkan asas
musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan
sejalan dengan ketentuan syariah.

Ruang lingkup kewenangan arbitrase nasional selain dibatasi pada jenis
sengketa yang termasuk di bidang perdagangan dan yang mengenai hak yang

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh



para pihak yang bersengketa, juga ditentukan adanya kompetensi yang melekat
pada lembaga arbitrase itu sendiri serta adanya klausula arbitrase.’

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang — Undang Nomor 30 Tahun
1999 disebutkan: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dari pengertian tersebut dapat
diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak itu
sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apa yang telah
diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang — undang.™

Lembaga arbitrase dalam melaksanakan kompetensinya berdasarkan
perjanjian arbitrase terealisasikan berupa pemberian pendapat hukum yang
mengikat (legal binding opinion) dan pemberian putusan arbitrase karena adanya
suatu sengketa tertentu. Bahwa tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase
dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian
untuk memberikan suatu pendapat hukum yang mengikat mengenai Ssuatu
persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Dalam Islam penyelesaian sengketa harus diupayakan mendapatkan
perdamaian kepada para pihak yang berpekara, sebagaimana yang ada dalam Al-

Qur’an al karim :

% Cicut Sutiarso, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis”, (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 103.
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
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Artinya: “Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin bertikai
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat
aniaya terhadap yang lain, maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya
itu sehingga ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. ™
Selain itu juga disebutkan di ayat lain tentang pentingnya penyelesaian
sengketa melalui proses damai dengan menggunakan perantara seseorang yang
ditunjuk untuk menjadi penengah pada duduk persoalan sengketa yang terjadi

sehingga didapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang benar-benar

berkeadilan, hal tersebut dijelaskan di Al-Qur’an al Karim :
B b Mol Iy O) Ll 0 LS alal 0 LS | simd Logrn Blid gis Ol
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Artinya: “Dan jika kamu khawatir persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. "

Ayat di atas menjadi legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase,

yang menunjutk arbiter sebagai penengah diantara para pihak yang bersengketa.

" QS. al-Hujarat (49) : 9

2 M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keselarasan Al-Qur’an”, jilid 13
(Jakarta: Lintera Hati, 2002), h. 243.

©QS. an-Nisa’ (4) : 35

1% M. Quraish Shihab, 433.



Pada klausul perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang
membuatnya dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (open
system). Oleh karena itu, terdapat kebebasan dari para pihak dalam menentukan
materi / isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan cara menyelesaikan sengketa.*®

Sehingga secara tegas dikatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian
sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase,
yaitu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (pactum de
compromittendo) maupun sesudah terjadi sengketa (akta kompromis).

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terdapat
persyaratan terhadap sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme arbitrase,
yang berbunyi:

1) sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa
dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan
perundang-undangan dikusai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 2)
sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa
yang menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat diadakan
perdamain.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merespon dengan melakukan
kajian penelitian dengan judul Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASYARNAS) Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

> Abdul Ghofur Anshori, “Penyelesaian Sengketa Perbanka Syariah: Analisis Konsep dan UU
No.21 Tahun 2008, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UGM Press, 2010), h. 68.
18 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan
masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum putusan MK No.
93/PUU-X/2012 ?

2. Bagaimana kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASY ARNAS)
terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No.
93/PUU-X/2012 ?

3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan kewenangan Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah
pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian
ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum
putusan MK No. 93/PUU-X/2012

2. Untuk mengetahui kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca

putusan MK No. 93/PUU-X/2012
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3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kewenangan Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASY ARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi
syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012

D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah dan
teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam rangka
penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) terutama putusan MK No. 93/PUU-X/2012,
serta dapat digunakan sebagai bahan kajian dan evaluasi civitas
akademika Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
kedepannya.
2. Secara praktis
Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Aplikasi teori-teori
yang didapat selama berada dibangku kuliah. Menjadi bahan referensi dan
rujukan terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis syariah secara non-
litigasi sesuai dengan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNADS).
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian
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hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder belaka.'’

Metode penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian
hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in
books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian
hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.®

. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu
penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk
memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu
lainnya untuk kepentingan dan analisis serta esksplanasi hukum tanpa
mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.*

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah semua
perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

sedang diteliti.?

7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif”, (Jakarta: Rajawali Pers,
1985), h. 18.

18 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Rajawali Pers,
2006), h. 118.

9 Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2010), h.300.

% pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang (Malang:2012), h. 20-

21.
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Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu
memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan
perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum
yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga
Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.®

Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dilakukan degan menelaah semua regulasi atau peraturan
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang
diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam
Undang-Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU No. 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dari Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

2! peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Edisi Revisi Cet Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010),

h. 137.
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3. Bahan Hukum
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
bahan hukum primer :
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas paling
utama. Baham hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catan resmi, dan putusan-putusan hakim.?> Adapun dalam
penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-
Undang Dasar 1945, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang menguatkan
sumber data primer meskipun tidak secara langusng terdapat kontak
namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar
semakin hidup.?® sumber data sekunder dapat berupa buku-buku teks,

hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema

22 peter Mahmud Marzuki, h. 141.
283, Nasution, “Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.
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pembahasan atau hasil dari karya ilmiah berkaitan dengan penelitian
yang dilakukan.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang
menjelaskan sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini
beberapa sumber hukum tersier diantaranya seperti kamus,
ensiklopedia bibliografi yang berhubungan dengan penelitian.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
a. Penentuan Bahan Hukum
Begitu isu hukum telah ditetapkan, peneliti melakukan
penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap
isu yang dihadapi. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), maka peneliti
melakukan pencarian peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan isu tersebut untuk kemudian menentukan peraturan
perundang-undangan yang dipilih.
b. Inventarisasi Bahan Hukum
Inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara studi
kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai
sumber bahan hukum, baik itu sumber bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.



15

c. Pengkajian Bahan Hukum
Setelah inventarisasi bahan hukum dilakukan, yang harus
dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah pengkajian terhadap bahan
hukum itu sendiri. Melalui proses pengkajian bahan hukum inilah
proses rasionalisasi dan pemahaman terhadap teori diperoleh,
sehingga kemudian peneliti mampu melakukan anlisa terhadap teori-
teori dan ketentuan yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi di

lapangan.
F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Nyken Dyah Triana
Nyken Dyah Triana, melakukan penelitan dengan judul
“Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkeza”** yang
menghasilkan kesimpulan yaitu; Kewenangan Absolut Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS) didasarkan pada klausul dalam perjanjian
yang telah disepakati oleh para pihak guna menyelesaikan secara adil dan
cepat terkait sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan,
keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan
para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya

kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan

 Nyken Dyah Triana, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS) dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (Depok: Universitas Indonesia 2012)
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prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hal tersebut
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Pasal 1
Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Sedangkan mengenai kewenangan relatif Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS), dalam hal terjadi sengketa yang belum memiliki
cabang/perwakilan maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Prosedur Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), penanganannya lebih lanjut
akan diatur dengan keputusan dengan keputusan Ketua Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS), namun biasanya para pihak yang
bersengketa diberikan hak untuk memilih cabang/perwakilan Badan Arbitrase
Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah  Nasional
(BASYARNAS) tidak dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak
yang bersengketa berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua
Pengadilan Negeri. Sebagaimana ditentukan dalam surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008. Hal ini sejalan
dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 26 Ayat (1) huruf a
Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
Terkait kewenangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang

berhak untuk memberikan penetapan pemohon eksekusi atas putusan Badan
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Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Secara umum, hukum acara
yang berlaku dalam eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
sama dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali
yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jucto Undang-Undang
No. 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama.
2. Penelitian Rahayu Hartini

Rahayu Hartini, Dosen Universitas Muhammadiyah Malang pada
tahun 2007 melakukan penelitian tentang “Kedudukan Fatwa MUI Mengenai
Penyelesaian Sengketa Melalui BASYARNAS Pasca Lahirnya UU. No. 3

2> menyimpulkan bahwa Secara

Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama”
umum, fatwa yang dikeluarkan MUI ini adalah persoalan-persoalan yang ada
masa sekarang ini yang mana dahulu tidak ada dengan mencari sumber-
sumber hukum dengan metode wushul figh yang sudah ditetapkan
keilmuannya. Secara etimologis, Fatwa adalah jawaban atas suatu kejadian
dan untuk melakukan itu sumber utamanya adalah al-Qur an dan al- Hadits.
Disinilah peran seorang mujtahid MUI memberikan jawaban atas
persoalan dengan tidak keluar dari nilai-nilai yang ada dalam dua sumber
tersebut. Ada dua faktor dalam mujtahid untuk ijtihad suatu persoalan
sehingga menghasilkan klasifikasi fatwa, yaitu: Pertama adalah ijtithad yang

menghasilkan fatwa untuk menetapkan suatu hukum dan penjelasannya

dengan pertimbangan adanya perkembangan zaman sehingga masalahpun

% Rahayu Hartini, “Kedudukan Fatwa MUI Mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui
BASYARNAS Pasca Lahirnya UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama”, Naskah
Publikasi Hasil Penelitian, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2007)
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akan selalu berbeda sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum. Kedua
adalah ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum dengan
prinsip bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam segala aspek kehidupan
manusia, sehingga akan mencari pembenaran secara illat terhadap berbagai
kasus dengan prinsip ushuliyah seperti ulama jaman dulu;

Fatwa MUI merupakan bentuk dari fatwa kolektif (al-fatwa al-
ijma’). Adalah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau
panitia yang sengaja dibentuk, yang dihasilkan melalui suatu diskusi dalam
lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan
tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai
ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki
oleh seseorang yang akan berijtihad. Fatwa yang dihasilkan melalui lembaga
ilmiah ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari
pengaruh dan tekanan politik, sosial, dan budaya yang dianut bangsa.

Sebelum lahirnya UU NO.3 Tahun 2006, dalam melakukan
Penyelesaian Sengketa bidang Ekonomi Islam dilakukan dengan cara
perdamaian (sulh/islah), arbitrase, dan pengadilan biasa (al-gadha’). Dalam
UU No. 30 Tahun 1999 konsep-konsep perdamaian secara implisit sudah
tertulis, yang dituangkan didalam fatwa-fatwa DSN-MUI dalam bidang
ekonomi syari’ah. Dengan menunjuk BAMUI (sekarang BASYARNAS)
sebagai lembaga penyelesai sengketa dengan tetap berpedoman pada UU
Arbitrase dan prosedure yang berlaku. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun

2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan UU No. 7 Tahun
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1989 disebutkan dalam pasal 49 beserta penjelasannya, maka kewenangan
absolut sengketa ekonomi Islam beralih ke Pengadilan Agama. Namun MUI
masih tetap memberikan fatwa (ada 4 Fatwa) yang menyatakan bahwa
apabila terjadi sengketa harus diselesaikan oleh Basyarnas.Disini terjadi
dualisme aturan tentang kewenangan penyelesaian sengketa kegiatan
ekonomi syariah.

Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Islam, Fatwa
merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dilahirkan
dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Bentuk tulisan inilah yang dikenal dengan
fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu,
kaitan antara ijtihad dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtihad itu
merupakan suatu usaha yang maksimal para ahli untuk mengambil atau
meng-istinbath-kan hukum-hukum tertentu, sedangkan fatwa itu hasil dari
ijtihad itu sendiri. Kita tahu bahwa hukum Islam yang berlandaskan al-Qur an
dan al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad
para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para
mufti. Apabila tidak ada ijtihad maka tidak ada fatwa

Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif Apabila
menempatkan figh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum
secara umum, maka dalam takaran oprasional atau hukum materiil, figh dapat
dijadikan sumber melalui beberapa jalur, antara lain adalah; a. Dalam
peraturan perundang-undangan. Di sini figh dapat berperan baik sebagai

hukum materiil (esensi hukum) ataupun figh dalam konteks etika atau
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moralitas hukum. Kitab-kitab yang membahas figh dapat diposisikan sebagai
rechboek, di satu sisi; dan isinya yang merupakan pendapat ahli hukum Islam
dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Baik sebagai
rechboek maupun sebagai doktrin, figh atau hukum Islam dengan jelas dapat
menjadi sumber pembuatan perundang-undangan. b. Sumber kebijakan
pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian
legislasi sebagaimana Peraturan Pemerintah; namun dalam konteks
kedisiplinan secara administratif, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan
nilai legislasi pula. c. Yurisprudensi. Ini jelas sekali dengan sistem hukum
yang dianut di Indonesia bahwa setiap hakim dapat menjadi sumber hukum
itu sendiri, terutama sekali ketika hukum tertulis itu diwujudkan. Hakim dapat
melakukan analogi dan interpretasi hukum, sebagaimana biasa sekali dibahas
dalam ilmu ushul figh dan ilmu figh. Figh secara legal formal dapat dijadikan
landasan dan pertimbangan hakim untuk memberi putusan hukum. d. Sumber
bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara. Bila kita amati perjalanan
hukum di Indonesia tampak akan menuju pada kedudukan arbitrase. Artinya,
seorang Hakim akan mengeluarkan putusan hukum tidak lepas sama sekali
dari proses yang dilakukan oleh mereka yang berperkara, yang dalam hal ini
melibatkan secara langsung pengacara, jaksa, saksi, dan lainnya. e. Sumber
ilmu hukum atau filsafat hukum (jurisprudence atau philosophy of law).
Dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional yang kita miliki, sudah
waktunya untuk meletakkan pada posisi yang proporsional bahwa secara

umum hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum barat.
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Akan tetapi, untuk masyarakat Indonesia dengan mayoritas beragama Islam,
seharusnya mempunyai kedudukan yang lebih besar juga, oleh karena dapat
ditempatkan pada posisi kesadaran umat Islam untuk mempraktekkannya. f.
Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber
kebiasaan (customary law atau living law).
3. Penelitian Rahmani Timorita Yulianti

Rahmani Timorita Yulianti, Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UlI,
mahasiswa Program S3 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada
tahun 2007 menulis tentang “Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara
Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari’ah)”® penulis
menyimpulkan bahwa : Menurut data Bank Indonesia bulan Mei 2005,
perkembangan lembaga- lembaga keuangan syariah tumbuh pesat di
Indonesia. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam
ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di
bidang ekonomi syariah. Jika terjadi perselisihan antara para pihak, selama ini
diselesaikan di Pengadilan Umum atau Badan Arbitrase Syariah, bukan
Pengadilan Agama. Artinya, sebelum keluarnya UU No 3/2006 tentang
Peradilan Agama perkara-perkara yang menyangkut peralihan harta atau
kebendaan dan perjanjian yang bersifat bisnis masih menjadi kewenangan
Pengadilan Negeri, dikarenakan kewenangan Pengadilan Agama masih
sangat terbatas. Karena itulah UU Nomor 7/1989 diamandemen pemerintah

dan DPR dengan UU No 3/2006.

% Rahmani Timorita Yulianti, “Sengketa Ekonomi Syari’ah (Antara Kompetensi Pengadilan
Agama dan Badan Arbitrase Syari’ah)”, Junal Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007
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Selama ini, banyak kasus sengketa ditangani oleh Basan Arbitrase
Syariah Nasioal (Basyarnas), sesuai dengan akad di lembaga keuangan
syariah. Keharusan ke Basyarnas karena belum dikeluarkannya UU
No0.3/2006. Tetapi setelah keluarnya UU tersebut, harus dibuka peluang
seluas-luasnya kepada Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Sering pula
ditemukan redaksi akad yang membuka dualisme hukum yang sangat
menyesatkan. Terdapat bank-bank syariah yang menyebutkan dalam akadnya,
bahwa jika terjadi perselisinan akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase
syariah atau pengadilan negeri. Hal ini menyesatkan, karena pilihan tersebut
harus tegas, apakah arbitrase atau pengadilan negeri.

Dengan keluarnya UU No 3/2006, kasus sengketa ekonomi syariah
harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kecuali para pihak sepakat
diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Satu hal lagi yang menjadi catatan
penting adalah masalah eksekusi. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase
dilakukan oleh pengadilan negeri, bukan Pengadilan Agama (Syariah).
Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase No 30 Tahun 1999.
Realita ini seharusnya diubah, pasca keluarnya UU No 3/2006. Dengan kata
lain, Undang- Undang Arbitrase harus diamandemen. Klausul tersebut juga
terdapat pada Peraturan Bank Indonesia saat ini dan seluruh fatwa DSN MUI.
Dalam fatwa DSN MUI dan PBI disebutkan, bahwa penyelesaian sengketa
diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah. Maka dengan amandemen ini,
bunyi redaksi DSN MUI dan PBI yang menyebutkan peranan Badan

Arbitrase seharusnya dihapus, karena telah ada Pengadilan Agama yang
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berwenang mengadilinya. Namun demikian, Badan Arbitrase tidak serta
merta kehilangan peran, sebab jika para pihak memilih badan ini
menyelesaikan kasusnya, maka hal itu dibenarkan. Pencantuman lembaga
arbitrase syariah di fatwa DSN dan PBI untuk menyelesaikan sengketa
syariah dapat dimaklumi, karena selama ini belum ada Undang-Undang No
3/2006.

Tetapi, setelah Undang-Undang No3/2006 lahir, maka lembaga yang
menyelesaikan kasus sengketa syariah tidak lagi monopoli lembaga arbitrase.
Kecuali para pihak sejak awal memang sepakat memilih Lembaga Badan
Arbitrase. Terdapat masukan kritis dan evaluatif yang perlu menjadi
perhatian. Pertama, jika terjadi sengketa di bidang ekonomi syariah,
penyelesaian perkaranya tidak boleh dibatasi (dikunci) hanya oleh lembaga
arbitrase syariah (Basyarnas). Sehubungan dengan itu bunyi klausul seluruh
akad di lembaga keuangan syariah, bunyi fatwa DSN dan PBI yang
mengharuskan penyelesaian sengketa dilakukan oleh badan Arbitrase Syariah
nasional, hendaknya dihilangkan. Kedua, Oleh karena seluruh perselisihan di
bidang ekonomi syariah menjadi wewenang Peradilan Agama, maka seluruh
hakim agama yang selama ini hanya memahami hukum-hukum keluarga (al-
ahwal asy-syakhsyiah) perlu memahami hukum-hukum tentang perbankan
dan lembaga keuangan syariah lainnya. Untuk itu perlu dilaksanakan
pelatihan dan workshop ekonomi syariah bagi hakim di lingkungan Peradilan
Agama. Ketiga, Dalam RUU Perbankan Syariah dan RUU Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN) yang akan segera disahkan harus dimasukkan sebuah
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pasal yang menyebutkan, bahwa jika terjadi perselisihan dalam masalah
perbankan syariah, harus diselesaikan di Peradilan Agama. Jadi bukan di
pengadilan umum atau Badan Arbitrase. DPR jangan sempat melupakan
klausul ini agar kedua UU tersebut sinkron dan tidak bertentangan Keempat,
dengan disahkannya UU No0.3/2006 ini, maka semua perundang- undangan
yang terkait harus menyesuaikan (diamandemen), walaupun pasal yang
diamendemen hanya satu pasal. UU yang perlu dimandemen tersebut antara
lain: 1. Undang-Undang Arbitrase, 2. Undang-Undang Pasar Modal, 3.
Undang-Undang tentang Asuransi, 4. Undang-Undang tentang Pegadaian, 5.
Undang-Undang No 17/2000 tentang PPn, dsb. 6. Undang-Undang Resi
Gudang, dsb Kelima, diperlukan perubahan (penambahan) materi Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang ada. Selama ini KHI hanya berisi tiga bidang
hukum Islam, yaitu perkawinan, Warisan dan Wagaf. KHI yang menjadi
rujukan hukum para hakim agama itu perlu menambah materi hukum
ekonomi Islam (muamalah).
4. Artikel Ali Fitri

Ali Fitri, Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Tanjungpandan
yang telah menulis “Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya” '
Penulis mengungkapkan bahwa Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama diundangkan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
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Ali Fitri, “Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya”,

http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/BADAN%20ARBITRASE%20SYARIAH%20NASIONAL.pd
f diakses pada tanggal 7 Desember 2013.


http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/BADAN%20ARBITRASE%20SYARIAH%20NASIONAL.pdf
http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/BADAN%20ARBITRASE%20SYARIAH%20NASIONAL.pdf
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tentang Kekuasaan Kehakiman sengketa ekonomi syariah merupakan
kewenangan Peradilan Agama sebagai penyelesaian sengketa melalui litigasi,
namun para pihak yang melakukan perjanjian akad dalam klausul perjanjian
dapat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) dan kedudukan arbitrase ini merupakan
penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi, sementara
eksistensinya telah diakui secara yuridis dalam konstitusi, Meskipun
demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
memberikan peluang selain BASYARNAS, yaitu arbitrase yang lain.
5. Artikel Muhammad Igbal

Muhammad Igbal, Hakim Pengadilan Agama Parepare menulis
tentang “Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012" ?® mendapatkan kesimpulan diantaranya : Sebelum lahirnya
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
penyelesaian sengketa perbankan syariah rata-rata dilakukan melalui proses
Arbitrase oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang
kemudian berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah  Nasional
(BASYARNAS) atau sebagian kecil melalui proses litigasi di Pengadilan
Negeri, namun sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama muncul dispute settlement option (pilihan penyelesaian sengketa yang

8 Muhammad Igbal, “Implikasi Hukum Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012”,
http://www.ptamakassarkota.go.id/artikel/Implikasi%20Hukum%20Terbitnya%20Putusan%20Ma
hkamah%20Konstitusi.pdf diakses pada tanggal 7 Desember 2013.


http://www.ptamakassarkota.go.id/artikel/Implikasi%20Hukum%20Terbitnya%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi.pdf
http://www.ptamakassarkota.go.id/artikel/Implikasi%20Hukum%20Terbitnya%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi.pdf

26

baru dengan memberikan tugas dan kewenangan penyelesaian sengketa
ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah kepada pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama;

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah, penyelsaian sengketa perbankan syariah diatur dalam
Pasal 55 Undang-Undang ini yang menyatakan selain sengketa perbankan
syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan sesuai dengan
isi akad, maksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi
akad adalah upaya sebagai berikut : (a) Musyawarah, (b) mediasi perbankan,
(c) melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) melalui
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum” dengan catatan mekanisme
penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah;

Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (2) termasuk penjelasannya dan
ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah ini dilakukan uji materi oleh
Dadang Achmad (Direktur CV. Benua Enginering Consultant) terhadap Pasal
28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan terhadap permohonan tersebut
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 93/PUU- X/2012 hanya
mengabulkan sebagian dengan menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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Walaupun Mahkamah Konstitusi tidak mengadili perkara secara
konkrit dan hanya menilai muatan materi atau norma yang dikandung suatu
Undang-Undang bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi, namun ada
beberapa konklusi hukum yang bisa ditarik dari putusan Nomor 93/PUU-
X/2012 tersebuat : a. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan
kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
sebagaimana yang diamanahkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. b. Pihak-pihak yang melakukan
akad dalam aktifitas perbankan syariah yakni Bank Syariah dan nasabah
dapat membuat pilihan forum hukum (choice of forum) jika para pihak tidak
bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melaui Pengadilan Agama,
namun hal tersebut harus termuat secara jelas dalam akad (perjanjian), para
pihak harus secara jelas menyebutkan forum hukum yang dipilih bilamana
terjadi sengketa. Jadi pencantuman forum hukum yang dipilih oleh para pihak
dalam akad (perjanjian) menjadi suatu keharusan. c¢. Walaupun para pihak
dalam membuat akad (perjanjian) mempunyai asas kebebasan berkontrak
(freedom of making contract) dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya (asas pacta sunt servanda), namun suatu akad tidak boleh
bertentangan dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya
kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk

menyelesaikan sengketa, karena undang-undang itu sendiri mengikat para
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pihak yang melakukan perjanjian. d. Penyelesaian sengketa Perbankan
Syariah secara litigasi menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Agama, karena para pihak tidak boleh memperjanjikan
lain akibat terikat dengan Undang-Undang yang telah menetapkan adanya
kekuasaan (kewenangan) mutlak (absolut) bagi suatu badan peradilan untuk
menyelesaikan sengketa namun secara non litigasi para pihak dibebaskan
untuk membuat pilihan forum penyelesaian sengketa (settlement dispute
option), termasuk menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase
Syariah Nasional yang putusannya bersifat final dan binding. e. Para pihak
tidak lagi terpaku dalam menyelesaikan sengketanya secara non litigasi pada
musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah
Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses
non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi,

mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

Penelitian-penelitian di atas dirangkum pada tabel sebagai berikut :

Tabel Penelitian Terdahulu

No | Peneitv/PT/ Judul Objek Formal Objek Materiil
1. | Nyken Penyelesaian Penyelesaian |Penyelesaian Sengketa Perbankan
Dyah Sengketa Perbankan | Sengketa Syariah melalui Badan Arbitrase
Triana/ Syariah melalui | Perbankan Syariah Nasional
Universitas |Badan Arbitrase | Syariah (BASYARNAS)  dihubungkan
Muhammad | Syariah Nasional dengan Undang-Undang No. 30
iyah (BASYARNAS) Tahun 1999 Tentang Arbitrase
Malang/ dihubungkan dengan dan  Alternatif  Penyelesaian
2007 Undang-Undang No. Sengketa
30 Tahun 1999
Tentang  Arbitrase
dan Alternatif
Penyelesaian
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Sengketa
Rahayu Kedudukan Fatwa | Kedudukan Penyelesaian Sengketa Melalui
Hartini/Univ | MUI Mengenai | Fatwa MUI BASYARNAS Pasca Lahirnya
ersitas Penyelesaian UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang
Indonesia/ Sengketa  Melalui Pengadilan Agama
2012 BASYARNAS

Pasca Lahirnya UU.

No. 3 Tahun 2006

Tentang Pengadilan

Agama
Rahmani Sengketa Ekonomi | Sengketa Kompetensi Pengadilan Agama
Timorita Syari’ah (Antara | Ekonomi dan Badan Arbitrase Syari’ah
Yulianti/ Kompetensi Syariah
2007 Pengadilan Agama

dan Badan Arbitrase

Syari’ah)
Ali  Fitri/ | Badan Arbitrase | Badan Eksistensi  Badan  Arbitrase
Pratama Syariah  Nasional | Arbitrase Syariah Nasional
Madya dan Eksistensinya Syariah
Pengadilan Nasional
Agama
Tanjungpan
dan
Muhammad | Implikasi ~ Hukum | Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Igbal/ Terbitnya  Putusan | Hukum Nomor 93/PUU-X/2012
Hakim Mahkamah
Pengadilan | Konstitusi  Nomor
Agama 93/PUU-X/2012
Parepare

Berbagai penelitian di atas belum ada yang mengkaji secara spesifik

Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional

(BASYARNAS) dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang Kewenangan Badan

Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa

ekonomi syariah pasca putusan MK NO. 93/PUU-X/2012.
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G. Sistematika Pembahasan
Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi

dalam empat bab sebagaimana yang dijelaskan berikut :

BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Latar
belakang permasalahan dan alasan peneliti memilih judul penelitian
tentang Kewenangan Badan  Arbitrase  Syariah ~ Nasional
(BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah
pasca putusan MK NO. 93/PUU-X/2012. Kemudian membuat rumusan
masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan
penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah.
Adapun manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua macam yang
meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bab ini disajikan
pula mengenai metode penelitian yang dipakai, penelitian terdahulu
sebagai pembanding dengan penelitian saat ini dan yang terakhir adalah
sistematika pembahasan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan
penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam
mengetahui hal- hal yang dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini.
Semua hal yang dijelaskan pada bab ini guna mengantarkan peneliti

untuk melanjutkan ke bab berikutnya.
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BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

BAB III :

BAB IV :

Bab ini menguraikan tentang definisi dan macam-macam kewenangan
selanjutnya menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dasar hukum
Badan Arbitrase Syariah nasional (BASYRNAS) serta menjelaskan
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Sehingga
Semua penjelasan tersebut tentu sangat mendasari peneliti untuk
menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah
yang telah ditetapkan.
KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN
MK NO.93/PUU-X/2012
Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Dimana pada bab ini
peneliti memaparkan Hasil Penelitian dan Pembahasan menganalisis
rumusan masalah menggunakan teori-teori dan konsep yang telah
dijelaskan pada Bab Il. Bab Ill, sehingga bab ini merupakan inti dari
penelitian.
PENUTUP
Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pemaparan
yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini dimaksudkan
untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan

dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komperehensif dan diakhiri

dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.



